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ABSTRAK 

 

 Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau 

mīthāqan ghalīḍan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu 

tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga 

secara mufakat sehingga lazimnya perkawinan dihadiri oleh rombongan kedua 

mempelai dalam satu waktu dan tempat. Namun ada hal khusus yang dapat 

menyebabkan tidak terlaksananya pernikahan pada umumnya, seperti pada saat ini 

adanya pandemi covid-19. Pada masa sekarang ini terdapat fenomena akad nikah 

secara online. Akad nikah online dengan menggunakan Live streaming merupakan 

cara alternatif dimana pengucapan ijab qabul tidak dalam satu tempat tetapi satu 

waktu. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad nikah 

online pada masa pandemi covid-19 saat ini dan bagaimana pandangan hukum 

Islam tentang praktik akad nikah online pada masa pandemi covid-19. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dari Al-Qur‟an 

dan Al-Hadits, sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur bacaan antara 

lain kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa 

maupun sumber bacaan lainnya. 

 Pendekatan penelitian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat 

Teologi-Normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan 

dapat memberikan data yang valid dari objek yang diteliti, dalam hal ini 

menggambarkan tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah menjawab 

mengenai keabsahan praktik nikah online saat pandemi covid-19 dalam 

pandangan hukum Islam disesuaikan juga dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dalam tesis ini adalah praktik akad nikah 

online bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi saat pandemi covid-19, 

melainkan telah terjadi pada masa sebelum covid-19. Akad nikah seperti ini 

bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan melainkan karena ada alasan-alasan 

tertentu yang mengharuskan akad secara online, seperti jarak yang sangat jauh 

dan/atau sedang menyebarnya wabah penyakit. Akad nikah online telah 

memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati ulama‟ dan juga sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua calon mempelai, wali, 

dua orang saksi dan ijab qabul. 

 

 

Kata Kunci: Akad Nikah Online, Covid-19, Hukum Islam  
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MOTTO 

 

                             

                

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis 

ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.  

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Ja J  Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز
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 Sa S Es س

 Sya SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍat Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Apostrof Terbalik„ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qa Q Qi ؽ

 Ka K Ka ؾ

 La L El ؿ

 Ma M Em ـ

 Na N En ف

 Wa W We و

 Ha H Ha هػ

 Hamzah ‟ Apostrof ء
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 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkapa tau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 Ḍammah U U اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ اَ   Fatḥah dan ya Ai A dan I 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U ا وَ 

Contoh: 

 kaifa  :  ك ي فَ 

ؿَ   haula :   ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā ػػ اَََػػ ى
a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī ػػ ي
i dan garis di 

atas 

 Ḍammah dan wau ū ػػ ػو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 māta  : م اتَ 

 ramā  : ر م ى

 qīla  : ق ي لَ 

 yamūtu  : ي م و تَ 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapatharkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut ioleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :  ر و ض ة َالأط ف اؿ

ل ةَ  يػ  يػ ن ة َالف ض   al-madīnah al-fāḍīlah  :  الم د 
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ةَ  م  ك   al-ḥikmah  :   الح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistemtulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. Contoh: 

 rabbanā  : ر بػَّن ا

ن ا  najjainā  : ن جَّيػ 

 al-ḥaqq  : الح قَ 

 al-ḥajj  : الح جَ 

 nu’’ima  : نػ عِّمَ 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah ( ّّ ــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī  (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘  : ع ل يَ 

 Arabī  (bukan‘Arabiyyatau‘Araby)‘  : ع ر ب يَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).Contohnya: 

 al-syamsu  (bukanasy-syamsu) :  الشَّم سَ 
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 al-zalzalah  (bukanaz-zalzalah) :   الزَّل ز ل ة

 al-falsafah :  الف ل س ف ة

 al-bilādu :   الب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’murūna :  ت أ م ر و فَ 

 ’al-nau:  النَّوءَ 

ءَ   syai’un :  ش ي 

 umirt :   أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (darial-Qur’ān), sunnah, hadis, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh: 

Fīẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnahqabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
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9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

  dīnullāh  :   د ي ن َاللَ 

 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م ة َاللَ  َر ح   hum fīraḥmatillāh  :  ه م َف ي 

10. Huruf Kapital 

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandangnya. 

Jikaterletakpadaawalkalimat, makahuruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illārasūl 

Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażībiBakkatamubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 
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LAMPIRAN  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Nikah atau Zawaj berasal dari bahasa Arab yang mana dalam kamus Al-

Munawir diartikan dengan nikah atau kawin.
1
 “Perkawinan menurut hukum Islam 

yaitu akad yang sangat kuat atau mīthāqan ghalīḍan untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.”
2
 Dengan adanya akad pernikahan 

maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat. 

Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, 

menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar. Dalam kaidah sosial, 

individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari 

sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat 

dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Maka, 

pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah 

masyarakat paling dasar yang disebut keluarga. Dengan perkataan lain, 

pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah keluarga. 

Maka, tidak mengherankan jika Islam menaruh perhatian besar pada masalah 

pernikahan. Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem 

kekerabatan yang lebih kompleks. Hingga akhirnya, keluarga memiliki andil yang 

                                                 
 

1
Ahmad Warson Munawir, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif), h.1461.  

 
2
Hukum Online, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” Hukum Online, 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991.   
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besar dalam menciptakan suatu masyarakat yang lebih luas. Hal ini sebagaimana 

telah Allah swt, jelaskan dalam firman-Nya
3
 

                       

                             

       
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. 

 

 Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu tempat yang 

telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat 

sehingga lazimnya perkawinan dihadiri oleh rombongan kedua mempelai dalam 

satu waktu dan tempat. Terdapat pula tempat yang direkomendasikan oleh 

pemerintah dalam hal ini KUA untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA 

setempat agar biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Namun seiring berjalannya 

waktu, terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh modernisasi dan 

globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan dalam arus informatika dan 

sarana telekomunikasi. 

 Pada era sekarang ini teknologi semakin canggih seperti video call, live 

streaming, zoom dan lain-lain . Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan seakan-akan 

bertemu seseorang dan berbicara langsung tetapi bedanya menggunakan gadget 

                                                 
 

3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur‟an, 2019), h.104 
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sehingga tidak sulit lagi untuk mau berbicara langsung kepada seseorang karena 

zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, komputer 

dll. Seiring perkembangan zaman manusia teknologi bukan hanya dipergunakan 

jual beli online saja tetapi nikah pun juga menggunakan live streaming baik lewat 

video call whatss app, Instagram, messenger dan lain sebagainya. 

 Akad nikah online dengan menggunakan Live streaming merupakan cara 

alternatif dimana pengucapan ijab qabul tidak dalam satu tempat. Pengantin calon 

suami ada di tempat lain sedangkan walinya dari calon pihak istri juga ada 

ditempat berbeda, akan tetapi bisa di laksanakan secara langsung oleh aplikasi-

aplikasi seperti instagram, whatsapp dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga 

penonton yang melihat bisa melihat secara langsung. Pada masa pandemi Covid-

19 saat ini, cara ini merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan 

oleh pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan akad pernikahan. 

 Akad nikah online dengan menggunakan live streaming berbeda dengan 

menggunakan telepon biasa. Pernikahan via telepon adalah pernikahan yang akad 

nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut 

sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon 

merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan 

untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, 

dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa 

dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk 

terjadinya proses pernikahan atau proses ijab qabul dengan melalui jalan 

telekomunikasi suara. 
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 Penulis menemukan setidaknya ada sepuluh (10) pasangan muda-mudi 

yang melaksanakan akad nikah secara online di masa pandemi covid-19 dalam 

kurun waktu 2019-2021. Lokasi pernikahan pun beragam, mulai dari Surabaya, 

Sumatera Utara, sampai ada yang dari luar Indonesia. Berikut adalah beberapa 

kasus yang akan dilampirkan dalam latar belakang masalah, secara lengkap 

terdapat pada BAB IV bagian A. 

  Acara akad nikah atau pernikahan serta resepsi untuk pertama kali digelar 

secara online di masa pandemi Covid-19. Itulah yang terjadi di Surabaya, Jawa 

Barat. Akad nikah online itu digelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara 

(Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan live via aplikasi 

zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi Covid-

19 saat ini. Pernikahan online tersebut mampu menjadi solusi alternatif untuk 

tetap melangsungkan pernikahan dengan tetap bisa disaksikan oleh seluruh 

kerabat, saudara dan teman yang berada di berbagai kota dan lintas pulau tanpa 

harus datang ke lokasi akad nikah. Uniknya lagi dari pernikahan online pasangan 

Vegas dan Sita tersebut, yaitu adanya MC yang memandu para tamu undangan 

selama prosesi akad nikah berlangsung. Setelah akad nikah dilangsungkan, MC 

mempersiapkan satu per satu tamu undangan untuk memberikan ucapan atas 

pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai. Prosesi pernikahan itu 

berjalan lancar serta tentunya dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat 

terutama tamu undangan sekitar 32 orang yang hadir.
4
 

                                                 
 

4
https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-

nikah-online simak-disini%C2%A0 

https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online
https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online
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 Kemudian baru-baru ini juga telah terjadi pernikahan di daerah Muko-

Muko Provinsi Bengkulu dan di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh 

pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada 

tanggal 3 April 2020, yang mana pihak suami berada di Medan dan Istri berada di 

Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman 

disiarkan Live Streaming melalui vidio call yang tersambung langsung kepada 

kepala KUA Air Manjuto H. Kasan Bisri. Hal tersebut dilakukan demi 

mencegah penyebaran wabah virus corona Covid-19. Mempelai wanita Sri 

Sulastri harus rela menikah tanpa kehadiran calon suami di depannya. 

Untuk mempelai laki-laki dikuasakan pada salah satu teman mereka saat 

mengucapkan ijab kabulnya. Namun sebelumnya, lelaki itu telah mendapat 

surat kuasa dari calon mempelai laki-laki. Sementara mempelai lelaki turut 

menyaksikan melalui vidio call via telepon seluler. Hal itu dilakukan karena 

mempelai laki-laki berada di kota Medan Sumatera Utara, dan tidak pulang 

ke Bengkulu karena tengah mewabahnya Covid-19. Begitupun dengan 

jumlah keluarga yang hadir menyaksikan prosesi tersebut, hanya dibatasi 10 

orang. Yang hadirpun harus menggunakan masker dan steril saat berada 

didalam ruangan KUA.
5
 

 Kasus lain juga terjadi pada pasangan Hafiyan Prafianto (Anto) dan 

Anya Aghnia (Anya) di Bandung Jawa Barat. Pasangan ini juga telah 

melangsungkan akad nikah secara virtual yang dilangsungkan pada 26 

September 2021. Mempelai laki-laki berada di Jepang dan mempelai 

                                                 
 

5
https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-

online-mui-sah 

https://www.suara.com/tag/wabah-virus-corona
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perempuan berada di Bandung. Kedua pasangan ini melangsungkan akad 

nikah secara online karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak 

memungkinkan kedua pasangan ini bertemu secara langsung. Untuk 

menggelar akad nikah online itu, keduanya mempersiapkan perangkat multimedia 

dan jaringan internet secara matang. Sebab jika jaringan internet bermasalah, dan 

Anto terlambat menyambut ucapan penghulu saat akad nikah, pernikahan tersebut 

bisa tidak sah dan harus diulang.
6
 

 Melihat fenomena di atas, pasangan muda-mudi yang melangsungkan 

pernikahan secara virtual tersebut bukan tanpa alasan, yaitu karena adanya unsur 

darurat dalam hal ini adanya wabah Covid-19 dan adanya peraturan dari 

pemerintah untuk tidak menyebabkan kerumunan yang dapat menyebabkan 

terjadinya penularan Covid-19 secara merata. Maka dengan melangsungkan akad 

nikah secara online secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam 

meminimalisir terjadinya kerumunan yang dikhawatirkan menjadi sebab 

tersebarnya virus Covid-19 secara luas. Karena dalam kondisi dan situasi yang ada 

saat ini, jika masih saja ingin melakukan akad nikah secara langsung (offline) itu 

hanya akan memperburuk keadaan dan dikhawatirkan virus Covid-19 dapat 

tersebar dengan cepat kepada para tamu undangan yang hadir pada acara resepsi 

pernikahan tersebut dan kemudian menular kepada orang lain yang tidak hadir. 

 Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara 

orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan 

                                                 
 

6
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-

nikah-online karena-mempelai-pria-di-jepang?single 

https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online
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penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, 

samping penghalang bercampur keduanya Sebagai Suami Istri yang sakinah 

(tentram), mawaddah wa rahmah (cinta kasih). Salah satu rukun perkawinan 

adalah ijab qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam Hukum Islam ditegaskan 

bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang 

keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya”. Oleh karena itu, tidak dianggap 

sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-

unsur esensialnya adalah ijab dan qabul.  

 Akad Nikah online adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video 

call, wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya 

dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar 

dan dilihat dengan jelas oleh calon suami. Begitu pula sebaliknya, ucapan qabul 

calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.  

 Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, 

tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah 

melalui video call. Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut sah bila 

dilakukan menurut Hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi 

semua rukun nikah yang diatur pada Pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami 

dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. 

 Akad nikah yang dilaksanakan secara online adalah suatu kepentingan 

masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud kepekaan terhadap syariat Islam 

dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kemaslahatan tercapai. Hal 
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ini memudahkan dan menghilangkan kemudharatan yang sangat mungkin terjadi. 

Fenomena seperti ini sangat menarik untuk dikaji. Karena praktek akad nikah 

jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun 

dijumpai pada jaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada jaman Nabi dan para 

Salafus shalih hanya menyiratkan diperbolehkannya metode tawkil, yakni 

pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai 

pria) berhalangan untuk melakukannya. Akad nikah yang dilakukan secara online 

ini kemudian menyisakan tanya, apakah akad yang dilakukan oleh kedua 

mempelai tersebut sah hukumnya? Sedangkan ketentuan yang jamak diketahui 

adalah bahwa syarat sahnya perkawinan adalah ijab kabul dilaksanakan di satu 

tempat yang sama dan secara langsung berhadapan (ittihadul majlis). 

 Berbeda dengan perspektif fiqh, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. Undang-Undang 

Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan 

formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur 

mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 6 dan 7.
7
 Meskipun 

demikian, Undang-Undang perkawinan menganggap sahnya perkawinanan tetap 

dikembalikan kepada aturan agama:  

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaaannya itu.”
8
  

                                                 
 

7
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.III; 

Jakarta: Kencana, 2006), h.67. 

 
8
Tim redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.76. 
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 Selain itu, masalah akad seperti ijab dan kabul juga tidak dibahas dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan 

secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat 

sahnya pernikahan. Undang-Undang Perkawinan baru menyinggung tentang 

kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan:  

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang 

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan 

suami atau isteri.”
9
 

 Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. 

Apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) 

dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi 

syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Ijab dan qabul juga dipersyaratkan 

dilakukan dalam “satu majelis”. Tetapi dalam persyaratan tersebut masih 

menimbulkan pertanyaan apakah “satu majelis” tersebut harus berada dalam satu 

ruangan yang sama atau berbeda tempat tetapi dengan waktu dan kondisi yang 

sama seperti yang dilakukan secara daring? Ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik atau non fisik. 

Jika diartikan secara fisik maka dua orang yang berakad harus berada dalam satu 

ruangan agar bisa saling mendengar dan memahami dengan jelas ucapan ijab dan 

qabul. Namun apabila “satu majlis” diartikan secara non fisik, maka yang dua 

orang yang berakad tidak harus dalam satu tempat, namun tetap dalam satu 

                                                 
 

9
 Tim redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.83. 
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waktu.
10

 Imam Ahmad bin Hanbal menginterpretasikan “satu majlis” dalam arti 

non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qobul dapat diucapkan dalam 

satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh 

kegiatan lain.  Lain halnya dengan Imam Malik berpendapat bahwa syarat orang 

melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu 

waktu secara bersamaan. Hal ini berdasarkan pada pemahaman tentang ittihad al-

majlis yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan qobul dalam satu tempat dan 

waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak 

yang berakad secara fisik.
11

 

 Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan topik ini 

adalah akad nikah semestinya dilaksanakan dalam satu majelis tetapi karena 

dalam keadaan darurat pandemi covid-19 akad nikah dilakukan tidak dalam satu 

majelis melainkan satu waktu. Fenomena ini akhirnya menjadi sebuah keresahan 

pada masyarakat awam yang mana pada umumnya ijab qabul dianggap sah 

apabila dalam satu majelis secara fisik. Maka dari itu, agar dapat menambah 

wawasan terkait bagaimana sebenarnya kebasahan akad nikah secara online 

menurut hukum Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi 

Covid-19.” 

 

 

                                                 
 

10
Muhammad Jawad Mghniyah, Fiqih Lima Mazhab, ( Jakarta: Lentera, 2011), h.339. 

 
11

https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-

covid-19 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, 

peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yaitu: 

a) Meningkatnya perkawinan dengan cara online di masa pandemi covid-19 

saat ini. 

b) Tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur kedudukan 

mengenai keabsahan akad nikah secara online. 

c) Bagaimana pelaksanaan akad nikah secara online. 

2. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti dibatasi 

permasalahan pada hukum akad nikah online dalam pandangan hukum Islam. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik akad nikah online saat pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana keabsahan akad nikah online saat pandemi Covid-19 dalam 

pandangan hukum Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik akad nikah online saat 

pandemi Covid-19. 

2. Untuk menganalisis keabsahan akad nikah online saat pandemi Covid-19 

dalam pandangan hukum Islam. 
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E. Signifikansi Penelitian 

 Ada beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi 

signifikansi penelitian dalam tiga bentuk, yaitu signifikansi teoretis, signifikansi 

praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut; 

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

kajian mengenai Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 

Menurut Hukum Islam. 

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada 

masyarakat dan lembaga pengadilan khususnya pengadilan agama terkait 

Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum 

Islam. 

3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Mohamad Ma‟ruf Zain, penelitian tesis yang berjudul “Akad Nikah 

Virtual Sebagai Alternatif Perikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 

Perspektif Maslahah „Izz al-Din Ibn „Abd al-Salam (Studi Fatwa Majlis 

Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia). Penelitian ini adalah 

penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini 

membahas akad nikah virtual sebagai alternatif pernikahan pada masa 

pandemi covid-19 yang terjadi di negara Malaysia. Berbeda dengan 

penelitian ini, penulis mengkaji keabsahan akad nikah online pada masa 
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pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum 

Islam.
12

 

2. Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, Jurnal Indo-Islamika 

(JII) Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020, yang berjudul “Dinamika Hukum 

Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia”. Jurnal ini membahas akad 

nikah online dengan memfokuskan kajian dilihat tiga pendekatan, yaitu 

yuridis, filosofis dan sosiologis.
13

 Sedangkan penelitian penulis akan 

memfokuskan kajian dengan menggunakan pendekatan teologi normative 

(hukum Islam). 

3. M. Misbahul Amin, Jurnal USRATUNA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, 

yang berjudul “Studi Analisis Akad Nikah Dengan Menggunakan Video 

Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal ini membahas akad nikah online 

dengan memfokuskan kajian menggunakan teori maqoshid syariah dan 

perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
14

 Berbeda 

dengan penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian menggunakan 

teori Al-maslahah dan pendekatan teologis-normatif (hukum Islam). 

4. Abdul Hafidz Miftahuddin, Diva Johan Anggara, Jurnal PIKIR Volume 6 

Nomor 1 Tahun 2020, yang berjudul “Keabsahan Media (Video Call 

                                                 
 

12
Mohamad Ma‟ruf Zain, Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Perikahan Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah „Izz al-Din Ibn „Abd al-Salam (Studi Fatwa Majlis 

Kebangsaan bagi H. Ehwal Ugama Islam Malaysia),  Tesis (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2021) 

 
13

Muhammad Alwi Al-Maliki dkk, Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di 

Indonesia (Jakarta: Jurnal Indo-Islamika (JII) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) 

 
14

M. Misbahul Amin, Studi Analisis Akad Nikah Dengan Menggunakan Video Call 

Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Jawa Timur: Jurnal USRATUNA STAI Darussalam Nganjuk, 2020) 
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Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan (Studi Komparatif Kitab 

Kifayatul Akhyar dan Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu). Jurnal ini 

membahas akad nikah online dengan memfokuskan kajian dilihat dari dua 

perspektif, yaitu dari perspektif kitab Kifayatul Akhyar dan perspektif 

Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu. Kemudian mengkomparasikan hasil 

penelitian dari kedua kitab tersebut.
15

 Perbedaan dengan penelitian ini, 

penulis akan menganalisis akad nikah online dengan menggunakan hukum 

Islam secara umum. 

5. Aulia Rahma Safirra, penelitian skripsi yang berjudul “Perkawinan Siri 

Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 

1974). Penelitian ini adalah penelitian library research atau penelitian 

kepustakaan. Penelitian ini membahas pernikahan siri yang dilakukan 

secara online di masa covid-19 dari perspektif Kompilasi Hukum Islam 

dan UU No.1 Tahun 1974. Berbeda dengan penelitian ini, penulis meneliti 

pernikahan online yang tidak dilakukan secara siri melainkan resmi dan 

tercatat di pejabat KUA tempat akad nikah dilangsungkan.
16

 

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

1. Kajian Teori 

 Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Al-maslahah 

yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan tema 

akad nikah online dan keabsahannya menurut perspektif hukum Islam 

                                                 
 

15
Abdul Hafidz Miftahuddin dkk, Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai 

Perantara Pernikahan (Studi Komparatif Kitab Kifayatul Akhyar dan Kitab al Fiqh al Islam wa 

Adillatuhu)(Jawa Timur: Jurnal PIKIR STAI Darussalam Nganjuk, 2020) 

 
16

Aulia Rahma Safirra, Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI 

dan UU No.1 Tahun 1974), Skripsi (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2020) 
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sehingga dapat dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen 

tersebut. 

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan  penambahan 

“alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” 

atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalâh (صلاح), yaitu 

“manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah 

dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada 

kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala yang 

mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu 

tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang 

menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.
17

Jadi setiap yang mengandung 

manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung 

dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 

menghindarkan kemudaratan.
18

 

 Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian 

Al-maslahah :
19

 

1) Al-maslahah al-mu‟tabarah, yaitu Al-maslahah yang secara tegas diakui 

syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama 

dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga 

kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara 

                                                 
 

17
Said Ramadhan Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari‟ah al-Islamiyah (Beirut: 

Muassasah Ar-Risalah, 1977), h.23. 

 
18

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), h.366. 

 
19

Satria Effendi, Ushul fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h.136. 
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akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, 

serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta. 

2) Al-maslahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap al-maslahah oleh akal 

pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan 

ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian 

warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah Al-maslahah. Akan 

tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu 

ayat 11 surah an-Nisaa‟ yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki 

dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan 

bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah. 

3) Al-maslahah al-mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam 

pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam deinisi yang 

disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah 

muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada 

bandingannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. 

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan 

seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur‟an 

maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan 

dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan 

harta. 

2. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat 
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berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan 

konsep serta hubungan antar konsep tersebut.
20

 

 Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam 

menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. 

Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam 

sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada 

hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi 

yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan 

merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan 

memprediksi gejala itu.
21

 Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian 

tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul 

penelitian ini meliputi akad nikah online dan keabsahannya menurut 

perspektif hukum Islam. 

 Akad nikah yang umumnya dilangsungkan dalam satu majelis, tetapi 

karena adanya sesuatu hal yang dhorurot seperti halnya covid-19 saat ini, 

maka akad nikah tersebut tetap dilangsungkan tetapi melalui media online, 

seperti video call dll. Lalu kemudian apakah akad nikah yang berlangsung 

secara online tadi berakibat terhadap keabsahan perkawinan? Lalu bagaimana 

penjelasan tentang akad nikah jika dilihat dari pespektif hukum Islam? Maka 

dari penjelasan di atas dapat dilihat: 

 

                                                 
 

20
UIN Raden Intan Lampung, “Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana 

UIN Raden Intan Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.70. 

 
21

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2003), h.14. 
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BAGAN KERANGKA PERMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum dengan cara menganalisanya. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (Hukum 

Islam). Pendekatan Teologi Normative adalah suatu pendekatan yang digunakan 

dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-

norma atau kaidah-kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. 

 

Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah 

Online Saat Pandemi Covid-19 

 

 

TeoriMaslahah 

Pendekatan Teologi 

Normatif 

 

Hasil Penelitian 
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I. Metode Penelitian 

 Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari 

sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta 

dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kedalaman dalam menganalisis, 

berkut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka 

(library research), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh 

dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok 

masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang 

membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, 

telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literatur tentang 

akad nikah online. 

2. Sifat Penelitian 

 Dalam penyusunannya, proposal ini bersifat deskriptif analisis 

karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk 

menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
22

 

3. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer 

yaitu dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, 

naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan 

lainnya. 

                                                 
 

22
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 1986),h. 3. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian 

ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. 

Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka metode pengumpulan datanya 

dengan membaca, menelaah, dan mentari sumber-sumber data baik yang 

bersumber dari bahan hukum primer. 

5. Pengolahan Data 

 Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun 

sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data primer dan 

sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah 

benar,sudah sesuai/ relevan dengan masalah. 

b. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah 

diinterpretasikan. 

c. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu pembahasan yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik 

generalisasi yang sifatnya umum. Dalam hal ini adalah pembahasan 

mengenai keabsahan akad nikah online di masa pandemi covid-19 yang 
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kemudian setelah didapatkan kesimpulannya, lalu ditarik kesimpulan 

tentang hukum akad nikah dengan jarak jauh (online) atau bukan dalam 

satu majlis (secara fisik). Penelitian ini menggunakan analisis teori Al-

maslahah dan menggunakan pendakatan teologi-normatif (hukum Islam) 

mengenai keabsahan akad nikah online. Dengan menggunakan pendekatan 

teologi-normatif penulis dapat mencari kedudukan hukum terkait dengan 

keabsahan akad nikah online menurut hukum Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

 Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang 

mengartikannya perjanjian (al-Aqdu).
23

 Dan juga pernikahan adalah 

percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu 

dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.
24

 

Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali 

perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.
25

 Sedangkan nikah 

menurut Syara‟ yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan 

kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila 

di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. 

Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi 

asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata 

penyerahan, pemberian, pembolehandan lain sebagainya sepanjang akad 

tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.
26

 

 

 

                                                 
 

23
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003), 

Cet ke-2, h.11.   

 
24

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta: Era 

Intermedia, 2005), Cet. ke-1, h.1.    

 
25

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai 

Syari‟a, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h.29.   

 
26

 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 1996), h.309.  
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Abu Yahya Zakariyah Al- Anshary mendefenisikan nikah yaitu:
27

 

اىَ وِ نَْ  وْ اح اَ كَ نْ اِ  ظِ فْ لَ بِ  ئِ طْ وَ  ةٌ احَ بَ اِ  نُ م  ضَ تَ ي َ  دٌ قْ عَ  وَ ا ىُ عً رْ شَ  احُ كَ الن    
Artinya: “Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung 

ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan 

kata-kata yang semakna dengannya”.  

 Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir 

antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu 

rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan 

syari‟at Islam.
28

 

  Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan penjelasan yang lebih 

luas, yang tidak hanya sekedar kebolehan dalam berhubungan seksual saja, 

yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat:
29

 

 نْ ا مِ مَ هِ يْ كِ الِ مَ  دُ يَِ ا وَ مَ هُ ن ُ اوَ عَ ت َ وَ  المرأةِ وَ  لِ جُ الر   يَْ ة ب َ رَ اشِ لٌ العَ حِ  دُ يْ فِ يُ  دٌ قْ عَ 
 اتٍ بَ اجِ وَ  نْ مِ  وِ يْ لَ ا عَ مَ ق وَ وْ قُ حُ 

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 

hubungankeluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan 

tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan 

kewajiban bagi masing-masing”. 

  Perkawinan merupakan tujuan syari‟at Islam yang di bawa Rasulullah 

Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

                                                 
 

27
Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab, (Singapura: Sulaiman Mar‟iyt), juz 2, 

h.30. 

 
28
Moh Rifa‟i, Fiqih Islam, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.453. 

 
29

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), h.9. 
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ukhrawi.
30

 Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) 

untuk menyempurnakan separuh agamanya.
31

 

 Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik 

terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri 

seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri 

tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila 

tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Nikah merupakan 

jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan 

naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara 

dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang 

berharga. 

 Nikah merupakan sarana terbaik untuk membuat anak-anak menjadi 

mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, pernikahan 

menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama 

mereka, serta memperkuat sosial di dalam masyarakat. Para ulama mazhab 

sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang 

mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang 

melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, 

dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa 

adanya akad.
32

 

 Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi 

yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik 
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(pemilikan), al-hibah (penyerahan), al-bay (penjualan), al-atha (pemberian), 

al-ibaha (pembolehan) dan al-ihlal (penghalalan), sepanjang akad tersebut 

disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak 

sah dilakukan dengan lafal al-ijarah (upah) atau al-ariyah (pinjaman), sebab 

dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau kontinuitas.
33

 

 Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika 

menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Juga 
dianggap sah dengan lafal-lafal al-hibah dengan syarat harus disertai dengan 

penyebutan maskawin. Selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah.
34

 

Dalil yang mereka gunakan dalam sahnya akad menggunakan lafal al-hibah 

adalah ayat al-Qur‟an surah al-Ahzab: 50:
35

 

                            

                       

                       

                           

                        

               
Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- 

isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu 

miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang 

dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari 

                                                 
 

33
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, ( Jakarta : Lentera, 2011), h.337. 

 
34

Ibid, h.338. 

 
35

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur‟an, 2019), h.611. 



26 

 

saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak 

perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu 

dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi 

mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 

mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 

kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka 

miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa ijab harus menggunakan lafal 

zawwajtu atau ankahtu dalam bentuk madhi (yang telah berlalu). Akad tidak 

boleh menggunakan lafal selain lafal madhi, dan tidak boleh menggunakan 

lafal selain zawajtu dan ankahtu. Sebab menurut pandangan mazhab ini kedua 

lafaz inilah yang menunjukkan maksud dari pernikahan, dan bentuk madhi 

memberi arti kepastian, ketentuan ini dijelaskan dalam al-Qur‟an surah al-

Ahzab: 37
36

: 

                      

                     

                            

                          
Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang 

kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, 

dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk 

kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada 

keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak 
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angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 

keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. 

 

 Sementara itu Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa redaksi akad harus 

merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan al-nikah saja, selain itu tidak 

sah. Ulama syafi‟iyah mengatakan bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, 

disamping adanya yang sunnah, wajib, haram dan makruh.
37

 Pada umumnya 

masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal menikah ialah mubah, 

hal ini dikarenakan banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi‟iyah.   

 Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 

dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang 

Maha Esa.
38

 Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, 

melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. 

Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung 

adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Allah SWT tidak 

menjadikan manusia seperti makluk lainya yang hidup bebas mengikuti 

nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga 

kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum 

sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan 

diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara 
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ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri 

dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan 

itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang 

aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum 

perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak 

dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan 

dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang 

nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah 

yang baik pula. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

 Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar 

jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari 

perkawinan tersebut. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah 

menikah adalah nafkah lahiriyah yaitu berupa biaya kehidupan sehari-hari. 

Allah Swt telah menegaskan kepada orang-orang yang belum mampu menikah 

untuk terus menjaga kesucian dirinya sampai Allah Swt memberikan 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, firman Allah Swt QS. An-

Nuur (24): 33
39

: 

                 

                      
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                       

                            

       
Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 

dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah 

kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 

kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa 

yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. 

 

 Al-Qur‟an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan 

berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. 

Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. 

Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa‟ (4): 1
40

 

                     

                           

          
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. 
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Ditegaskan juga dalam surat Ar-Ruum (30): 21
41

 

                           

                     
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”. 

 

 Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu 

kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri 

dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa 

yang dinyatakan oleh para sarjana Ilmu Alam tersebut sesuai dengan firman 

Allah Swt QS. Adz-Dzariyat (51): 49
42

 

                 

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”. 

 Dasar hukum perkawinan berdasarkan sumber hukum Islam, yakni: 

a. Menurut Al-Qur‟an 

Firman Allah Swt QS. An-Nur (24): 32
43

 

                          

               
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Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui”. 

 

Firman Allah QS. An-Nahl (16): 72
44

 

                     

                         
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 

memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman 

kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” 

 

b. Menurut Hadits 

 Hadits Rasulullah Saw dari Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari: 

 الَ قَ ف َ  ,اللهدِ بْ عَ  لر حْْنِ ابنِ يزَيِْدَ قاَلَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَاْلَأسْوَدِ عَلَىعَبْدِ ا نْ عَ 
ََِ ابا لَ بَ النبّي صلّى الله عليو وسلّم شَ  عَ ناّ مَ : كُ الله عَبْدُ   ناَ لَ  الَ قَ ف َ  ,أيْ شَ  دُ  

 ةَ اءَ لبَ م اْ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ  اببَ الش   رَ شَ عْ ا مَ يَ  :رسول الله صلّى الله عليو وسلّم
 وُ ن  إِ فَ  مِ وْ الص  بِ  وِ يْ لَ عَ ف َ  عْ طِ تَ سْ يَ  لَْ  نْ مَ , وَ جِ رْ فَ لْ لِ  نُ صَ أحْ وَ  رِ صَ بَ لْ لِ  ضٌ غَ أَ  وُ ن  إِ فَ  جْ و  زَ ت َ يَ لْ ف َ 
 45. )روه البخار(اءٌ جَ وِ  وُ لَ 

Artinya: “Dari „Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama 

Alqomah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah 

kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka 

Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang 

mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan 

mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, 

berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari) 
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 Berdasarkan keterangan nash di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan 

dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur‟an dan Hadits. 

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya 

mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadannya, sbb: 

a. Wajib 

 Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis 

(nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala 

tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan 

bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah 

wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina 

itu adalah nikah. Menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk 

itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah. Maka 

menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini. 

b. Sunnah (dianjurkan/az-zawaj al-mustahab) 

 Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk 

melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu 

untuk menghidarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki 

kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki 

nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah 

meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara 

kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, 
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khususnya zina. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang, 

karena membujang tidak ajarkan dalam Islam. Sebab, Islam pada dasarnya 

tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup. Sebagaimana 

didasarkan pada hadits Nabi Saw: 

 الَ قَ ف َ  ,اللهدِ بْ عَ  لَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَاْلَأسْوَدِ عَلَىعَبْدِ الر حْْنِ ابنِ يزَيِْدَ قاَ  نْ عَ 
ََِ ابا لَ بَ النبّي صلّى الله عليو وسلّم شَ  عَ ناّ مَ : كُ عَبْدُ الله  ناَ لَ  الَ قَ ف َ  ,أيْ شَ  دُ  

 ةَ اءَ لبَ م اْ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ  اببَ الش   رَ شَ عْ ا مَ يَ  :رسول الله صلّى الله عليو وسلّم
 وُ ن  إِ فَ  مِ وْ الص  بِ  وِ يْ لَ عَ ف َ  عْ طِ تَ سْ يَ  لَْ  نْ مَ , وَ جِ رْ فَ لْ لِ  نُ صَ أحْ وَ  رِ صَ بَ لْ لِ  ضٌ غَ أَ  وُ ن  إِ فَ  جْ و  زَ ت َ يَ لْ ف َ 
 46. )روه البخار(اءٌ جَ وِ  وُ لَ 

Artinya: “Dari „Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama 

Alqomah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah 

kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka 

Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang 

mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan 

mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, 

berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari) 

 

c. Haram 

 Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai 

keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi 

nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, 

serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan 

pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya. Hukum pernikahan bagi 

orang seperti ini adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan 

alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan 
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kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi 

wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki 

itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, 

maka menikah menjadi haram untuknya.
47

 

 Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah 

disyari‟atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. 

Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana 

mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan; sebagaimana fiman Allah 

dalam QS. Al-Baqarah (2): 195
48

 

                          

      
Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 

 Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Drajat
49

 menambahkan haram 

pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud 

untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, 

hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain. 
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d. Makruh 

 Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki 

kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) 

meskipun memiliki kemampuan ekonomis (kaya), walaupun ketidakmampuan 

biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu 

pihak khususnya isteri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap 

melakukan pernikahan, maka pernikahannya tidak disukai karena pernikahan 

yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang 

disukai oleh salah satu pihak.
50

 

e. Mubah 

 Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong 

(memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan inilah yang umum 

terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama‟ 

dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.
51

 Menuurt Sayyid 

Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk 

nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram 

bila tidak nikah.
52

 

 Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi 

apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina da apabila 

melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan bagi orang 
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tersebut hanya didasarkan untuk memnuhi kesenangan, bukan dengan tujuan 

menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum 

mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan 

penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang 

yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum 

mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi 

belum mempunyai kemauan yang kuat.
53

 

 Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, 

pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah 

tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

 Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul 

ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganting laki-laki/perempuan dalam 

perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam 

calon penganting laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu 

sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenihi rukun dan syarat.
54

 Jumhur ulama 

sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 

1. Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan. 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 
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 Akadnya akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang 

menikahinya, berdasarkan sabda Nabi SAW. 

نَةُ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن سليمانَ,  ثنَاَ ابْْنُ اَبِِ عُمَرَ. اخْبرناَ سُفْيانُ ابنُ عُيَ ي ْ حَد 
 ى الله عليو وسلّمَ قال:ئشةَ, انَّ رسولَ الله صلّ عن الزُّىْري , عن عُرْوَةَ, عن عا

ا هَ حُ كَ نِ فَ  .لٌ اطِ ا بَ هَ حُ كَ نِ فَ  .لٌ اطِ ا بَ هَ حُ كَ نِ ا فَ هَ ي ُّ لِ وَ  نٍ ذْ إِ  يِْ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  أةٍ رَ اامْ ايُُّ 
 55)روه الترمذى( ... لٌ اطِ بَ 

Artinya: “ Ibnu Abi „Umar menceritaka kepada kami, Sofyan bin Uyainah 

memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari 

„Urwah dari „Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah Saw. “Setiap perempuan yang 

dinikahi dengan tanpa izin walinya, mka nikahnya batal, nikhanya batal, 

nikahnya batal. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, 

maka pernikahannya batal...” (HR. At-Tirmidzi) 

 

3. Adanya dua orang saksi 

 Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW: 

عْلى عن سعيدٍ, عن حدّثنا يوسفُ بنُ حْادٍّ المعْنى البصْرىُّ احبرنا عبدُ الأ
قتادةَ, عن جابرِ بنِ زيدٍ, عن ابْنِ عبّاسٍ: انَّ النّبى  صلّ الله عليو وسلّمَ قال: 

  56)روه الترمذى( "بغي بَ ي  نَةِ "الْبَ غَاياَ اللاتي يُ نْكِحْنَ انَْ فُسَهُن  
Artinya: “ Yusuf bin Hammad Al-Ma‟na Al Bashri menceritakan kepada kami 

dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu „Abbas: sesungguhnya 

Nabi Saw. bersabda: “perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang 

menikahkan dirinya dengan tanpa saksi”. (HR.At-Tirmidzi) 
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4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 

dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon penganting laki-laki. 

 Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam 

Syafi‟i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighat 

akad nikah. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul 

saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki).
57

 

 Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan bagi sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis 

besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:  

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram 

dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk 

selamanya.  

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 

 Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya 

sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat kedua calon mempelai 

1) Syarat-syarat calon pengantin pria 

a) Calon suami beragama Islam. 
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b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

c) Orangnya diketahui dan tertentu. 

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. 

e) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon 

istrinya halal baginya. 

f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. 

g) Tidak sedang melakukan ihram. 

h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 

i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
58

 

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan 

a) Beragama Islam atau ahli Kitab. 

b) Terang bahwa wanita, bukan khuntsa (banci). 

c) Wanita itu tentang orangnya. 

d) Halal bagi calon suami. 

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „iddah. 

f) Tidak dipaksa/ikhtiyar. 

g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 

b. Syarat-syarat Ijab dan Qabul 

 Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah 

yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang 

bisu perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. 

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan 
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qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian 

Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan qabul 

oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah balig 

dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu 

majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang 

merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan 

qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. 

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul asal masih di dalam satu 

majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukan salah satu pihak berpaling dari 

maksud akad itu.
59

 

c. Syarat-syarat Wali 

 Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau 

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, 

muslim, balig, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah 

berdasarkan sabda Nabi SAW: 

نَةُ ع ثنَاَ ابْْنُ اَبِِ عُمَرَ. اخْبرناَ سُفْيانُ ابنُ عُيَ ي ْ ن ابنِ جُرَيْجٍ عن سليمانَ, حَد 
عن الزُّىْري , عن عُرْوَةَ, عن عائشةَ, انَّ رسولَ الله صلّى الله عليو وسلّمَ قال: 

ا هَ حُ كَ نِ فَ  .لٌ اطِ ا بَ هَ حُ كَ نِ فَ  .لٌ اطِ ا بَ هَ حُ كَ نِ ا فَ هَ ي ُّ لِ وَ  نٍ ذْ إِ  يِْ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  أةٍ رَ اامْ ايُُّ 
 60)روه الترمذى( ... لٌ اطِ بَ 

Artinya: “ Ibnu Abi „Umar menceritaka kepada kami, Sofyan bin Uyainah 

memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari 

„Urwah dari „Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah Saw. “Setiap perempuan yang 
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dinikahi dengan tanpa izin walinya, mka nikahnya batal, nikhanya batal, 

nikahnya batal. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, 

maka pernikahannya batal...” (HR. At-Tirmidzi) 

 

d. Syarat-syarat Saksi 

 Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, 

baik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) aka maksud akad 

nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu 

orang lelaki dan dua orang perempuan.Dan menurut Hanafi, boleh dua orang 

buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk 

tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu 

sebagai berikut: 

1) Laki-laki 

2) Berakal, bukan orang gila 

3) Baligh, buka anak-anak 

4) Merdeka, bukan budak 

5) Beragama Islam 

6) Dapat mendengar dan melihat 

7) Adil
61

 

 Mengenai pernyataan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan 

bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat 

sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus didasarkan oleh 

dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib 
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dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam perkawinan 

dimaksud tidak sah. 

 Syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 6, yaitu:
62

 

Pasal 6 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
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permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

 Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam 

Pasal 14, yang berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. 

4. Tujuan Perkawinan 

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nalurinya yang perlu 

mendapat pemenuhan, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk 

memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera, dan bahagia. Mengenai naluri manusia yang telah disebutkan itu 

dijelaskan dalam al-Qur‟an surah ali-Imran ayat 14
63

: 

                           

                           

              
Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 

baik (surga)”. 
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 Ayat di atas menjelaskan tentang manusia yang memiliki kencenderungan 

terhadap wanita, anak, dan juga harta benda. Imam Al Ghazali dalam kitab 

Ihya „Ulumuddin menjelaskan tentang faedah melangsungkan perkawinan, 

tujuannya yaitu ada 5 yaitu: 

a. Meningkatkan ibadah kepada Allah 

 Dalam pernikahan salah satu tujuan yang paling utama ialah beribadah 

kepada Allah SWT, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang 

harus dikerjakan, dengan menikah suami maupun istri bias lebih taat dalam 

beribadah kepada Allah. 

b. Memperoleh keturunan 

 Tujuan dari pernikahan tak pernah lepas dari yang namanya keturunan, 

karena islam menghalkan hubungan bagi suami istri untuk memperbanyak 

keturunan sehingga tidak terputusnya nasab. 

c. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi 

 Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk 

menikah, karena nikah merupakan fitra dan naluri kemanusiaan. Jika naluri 

tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, 

maka akan menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah yaitu mereka dapat 

berbuat hal-hal yang diharamkan Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain 

sebagainya. 

d. Sebagai benteng bagi akhlaq manusia 

 Dalam sebuah hadist shahih Rasulullah Saw pernah bersabda yang artinya: 
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 الَ قَ ف َ  ,اللهدِ بْ عَ  عَبْدِ الر حْْنِ ابنِ يزَيِْدَ قاَلَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَاْلَأسْوَدِ عَلَى نْ عَ 
ََِ ابا لَ بَ النبّي صلّى الله عليو وسلّم شَ  عَ ناّ مَ : كُ عَبْدُ الله  ناَ لَ  الَ قَ ف َ  ,أيْ شَ  دُ  

 ةَ اءَ لبَ م اْ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ  اببَ الش   رَ شَ عْ ا مَ يَ  :رسول الله صلّى الله عليو وسلّم
 وُ ن  إِ فَ  مِ وْ الص  بِ  وِ يْ لَ عَ ف َ  عْ طِ تَ سْ يَ  لَْ  نْ مَ , وَ جِ رْ فَ لْ لِ  نُ صَ أحْ وَ  رِ صَ بَ لْ لِ  ضٌ غَ أَ  وُ ن  إِ فَ  جْ و  زَ ت َ يَ لْ ف َ 
 64. )روه البخار(اءٌ جَ وِ  وُ لَ 

Artinya: “Dari „Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama 

Alqomah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah 

kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka 

Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang 

mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan 

mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, 

berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari) 

 

 Jadi dengan jalan adanya pernikahan menjadikan banteng bagi manusia 

untuk berbuat yang tidak baik, serta dalam hal ini pernikahan juga mampu 

menjadikan manusia tersebut lebih bermatabat. 

e. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam 

 Salah satu tujuan dari pernikahan ialah membina rumah tanggabersama 

sesuai dengan agama Islam, Islam membenarkan perceraian jika mereka tidak 

menjalankan pernikahan sesuai aturan agama Islam dan Islam juga 

membenarkan rujuk jika mereka ingin kembali memperbaiki hubungan 

mereka. 

 Tujuan perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 1: 
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“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 Jika merujuk pada pasal tersebut di atas, tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam salah satu tujuan perkawinan adalah 

untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Setidaknya ada 

enam (6) hal yang perlu dilakukan agar keluarga menjadi tempat yang 

mententramkan dan menyejukkan dalam jurnal Konsep Keluarga Sakinah 

Dalam Al-Qur‟an tulisan Abdul Qodir Zaelani, dkk
65

: 

a. Etika yang baik oleh anak kepada orang tua 

b. Menerangkan prinsip 4M (saling menerima, menghargai, 

mempercayai dan melengkapi) 

c. Membudayakan berbuat kebaikan 

d. Saling memposisikan diri masing-masing 

e. Mendidik keluarga 

f. Hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua 

5. Hikmah Perkawinan 

 Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa 

sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang 

bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan 
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manusia secara menyeluruh.
66

 Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi  hikmah-

hikmah pernikahan itu banyak. Berikut beberapa hikmah dianjurkannya 

pernikahan: 

a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. 

Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya. karena apabila 

naluri seks tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal buruk yang tidak 

diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya 

pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap 

pasangannya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, 

menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang 

telah dihalalkan oleh Allah SWT. 

b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan 

hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini tergambar dalam Firman Allah SWT surah 

Ar-Rum ayat 21
67

: 

                           

                     
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir” 

 

c. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak 

manfaat yang diperoleh dengan banyak nya keturunan, menjaga 
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terlangsungnya hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena islam 

sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
68

 Hal ini sesuai 

dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 1
69

: 

                     

                           

          
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. 

 

d. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan 

untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemngat dan 

berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras 

untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan 

mereka. 

e. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang 

sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. 

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
70

 

 Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-

Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara 
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keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga 

bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak 

dan kewajiban suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban suami dan isteri 

terpenuhi, bahtera rumah tangga terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. 

Allah menegaskan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisaa‟
71

: 

                            

                    

                         

      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 

 

 Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang 

Perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34. Sementara dalam KHI diatur 

dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat”. Dalam 

rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Suami isteri 

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,  

                                                 
 

71
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur‟an, 2019), h.109. 



50 

 

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. 

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum ayat 21
72

: 

                           

                     
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”. 

 

Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

 Ketentuan tersebut diatur pula dalam KHI Pasal 79 Bagian Kedua tentang 

Kedudukan Suami Isteri. Selanjutnya, Pasal 32 Undang-Undang menyatakan: 

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang maksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh 

suami isteri bersama. 

 Isi Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dituangkan dalam Pasal 78. Pasal 33 Undang-Undang 

menegaskan, “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam KHI 
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diatur dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (2), (3), dan (5) berturut-turut 

dikutip dibawah ini: 

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

maupun pendidikan agamanya. 

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

 Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan: 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

 Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) Pasal 77 KHI di 

Indonesia. 

 Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih 

sistematis dibandingkan dengan Undang-Undang. Hal ini tentu dapat 

dimaklumi karena KHI dirumuskan 17 tahun sejak Undang-UndangP 

dikeluarkan. Sementara dalam Undang-Undang pengaturan hak suami dan 

isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih 

terperinci dari KHI. 
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Pasal 79 

(1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga. 

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

 Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. 

Pasal ini terdiri atas 7 ayat, yaitu sebagai berikut. 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 

suami isteri bersama. 

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 

nusa dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri. 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan 

anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri. 



53 

 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz. 

 KHI diatur mengenai kewajiban suami untuk menyediakan tempat 

kediaman, dalam Pasal 81 sebagai berikut. 

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau 

bekas isteri yang masih dalam „iddah. 

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam 

ikatan perkawinan, atau dalam „iddah talak atau „iddah wafat. 

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat 

kediaman juga berfunsgi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai 

tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 

 Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan firman Allah Swt
73

: 

                      

                          

                         
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. 

 

 Adapun kewajiban isteri yang dalam Undang-UndangP Pasal 34 diatur 

secara garis besar pada ayat (2), dalam KHI diatur secara lebih terperinci dalam 

Pasal 83 dan 84. 

Pasal 83 

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada 

suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya. 

Pasal 84 

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan 

alasan yang sah. 

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada 

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan 

anaknya. 

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri 

tidak nusyuz. 

(4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas 

bukti yang sah. 
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7. Larangan dan Batalnya Perkawinan 

a. Perkawinan yang dilarang 

 Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yanag tidak 

boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang 

tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja 

yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan 

perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena: 

(1) Larangan perkawinan karena pertalian nasab; 

 Larangan perkawinan ini, sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa (4): 

23
74

 

                       

                    

                          

                      

                    

               
Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
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ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

 Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk 

selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah: 

1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis 

keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek baik dari pihak garis keturunan ayah 

maupun ibu, dan seterusnya ke atas; 

2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu 

perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 

bawah; 

3) Saudara perempuan (adik/kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-

ibuu saja; 

4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak 

ibu); baik saudara sekandung ayah atau se-ibu; 

5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara 

perempuan (keponakan).
75

 

(2) Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat (semenda) 

 Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki 

untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda) adalah sebagai 

berikut: 
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1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik 

dari garis ibu atau ayah; 

2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri (anak tiri); 

3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu; 

4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus 

adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu. Keharaman ini telah disebutkan 

dalam QS. An-Nisa (4): 22
76

 

                        

               
Artinya: “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan 

itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. 

 

(3) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan 

 Hubungan sesusuan mejadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan 

yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara 

dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan. 

Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan 

persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.
77

 Larangan perkawinan 
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karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah Swt QS. An-Nisa (4): 

23
78

 

                        

“dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

dan saudara perempuan sepersusuan”. 

(4) Larangan pernikahan untuk sementara waktu (Mahram Ghairu Muabbad) 

 Yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu 

disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan 

itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-

hal seperti berikut: 

1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa 

 Keharaman ini sesuai dalam lanjutan firman Allah Swt QS. An-Nisa (4): 

23
79

 

               
Artinya: “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...” 
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2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang) 

 Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi 

empat orang, tidak boleh lebih dari itu. Kecuali bila salah seorang dari isterinya 

yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan 

begitu perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu 

selama salah seorang di antara isterinya yang empat itu belum diceraikan. 

3) Larangan karena ikatan perkawinan 

 Seorang perempuan yang sedang terikat dalam sebuah perkawinan, haram 

dikawini oleh siapapun. Keharaman ini berlaku selama suaminya masih hidup 

atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh 

suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa 

saja,
80

 sepanjang tidak ada larangan lain yang menetukannya. Ini sesuai firman 

Allah Swt QS. An-Nisa (4): 24
81

 

                         
Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu...”. 

4) Larangan karena talak tiga (ba‟in kubra) 

 Perempuan yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suaminya, 

kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah 
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berhubungan badan juga telah dicerai oleh suami terakhir itu serta telah habis 

masa „iddahnya. 

5) Larangan karena ihram 

 Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah atau haji, tidak 

boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh 

Imam Muslim dan „Utsman bin „Affan: 

عن نُ بَ يْوِ بنِ وَىْبٍ ان  عُمَرَ بْنَ عُبَ يْدِ الِله ارَادَ انَْ يُ زَوّجَ طلَْحَةَ بْنَ عُمرَ, بنِْتَ 
رُ الَحج . فقال  شَيْبَةِ بنِ جُبَ يٍْ. فاَرَْسلَ اِلى ابَاَنَ بنِ عثمانَ يََْضُرُ ذلك وىو امَِي ْ

 لَ  :الله صلّى الله عليو وسلّم لَ وْ سُ رَ  الَ : قَ لُ وْ قُ ي َ  انَ ف  عَ  نَ بْ  انَ مَ ثْ عُ  تُ عْ سَِ ابَاَنٌ: 
 82)رواه مسلم( بُ طُ يَْ  لَ وَ  حُ كِ ينْ  لَ وَ  مُ رِ محْ لُ اْ  حُ كِ نْ ي َ 

Artinya: “Bersumber dari Nubaih bin Wahab; sesungguhnya Umair bin 

Ubaidillah bermaksud hendak menikahkan Thalhah bin Umar dengan putrinya 

Syaibah bin Jubair. Umar bin Abdillah lalu berkirim surat kepada Aban bin 

Utsman yang tengah menjadi amirul haj untuk menghadiri pernikahan itu. 

Oleh Aban permintaan tersebut dibalas dengan mengatakan: “Saya 

mendengar „Utsman bin „Affan pernah berkata; Rasulullah Saw bersabda: 

orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan 

tidak boleh pula meminang” (HR. Muslim) 

 

6) Larangan karena musyrik (Beda Agama) 

 Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah 

dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin 

dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan 

musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat 

dalam QS. Al-Baqarah (2): 221
83
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                       

                      

                          

                     
Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya 

mereka mengambil pelajaran”. 

 

 Ayat 221 QS. Al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama 

melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang 

dimaksud dengan perempuan musyrik menurut Abdul Rahman Ghazali,
84

 

adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita ahlu al-kitab 

(wanita nasrani dan wanita yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah 

Swt dalam QS. Al-Maidah (5): 5
85

 

                       

                          

                        

                         
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Artinya: “pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan 

kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab 

sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 

gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat 

Termasuk orang-orang merugi”. 

 

7) Larangan karena waktu „iddah 

 Perempuan yang sedang dalam waktu „iddah, baik karena cerai atau 

ditinggal mati, berdasarkan firman Allah Swt QS. Al-Baqarah (2): 228
86

 dan 

238
87

 

                         

                              

                           

             
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. 

dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
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                        

                         

           
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya 

(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 

Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap 

diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. 

 

8) Isteri yang diputus perkawinan karena li‟an 

 Menurut bahasa li‟an diambil dari kata la‟ana artinya laknat (kutukan). 

Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-isteri yang saling 

bermula‟anah atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan 

dilaknat oleh Allah.
88

 Bisa juga berarti menjauhkan atau at-tardu mi al-khair 

yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga 

isimnya adalah al-la‟nah, maka jama‟nya adalah li‟an, li‟anat.
89

 

 Menurut istilah syara‟  li‟an berarti sumpah seorang suami di muka hakim 

bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada isterinya 

perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya 

bersumpah atas tuduhan tersebut.
90

 Atau dengan kata lain suami menuduh 

isterinya berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang 

benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima 

disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah 
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apabila ia berdusta atas tuduhannya. Dalam redaksi yang berbeda, li‟an adalah 

sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah 

berzina atau menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, 

dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang 

dialamatkan suaminya kepada dirinya itu bohong.
91

 

 Mencermati arti li‟an di atas, dapat dipahami bahwa li‟an adalah suami-

isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-

masing suami-isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang 

dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak 

bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak 

mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya 

sendiri, di pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka 

tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim. Dasar hukum 

pengaturan li‟an ini termaktub pada firman Allah Swt QS. An-Nur (24): 6
92

 

dan ayat 7
93

 

                         

                            

          
Artinya: "dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka 

tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian 

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia 
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adalah Termasuk orang-orang yang benar”. “dan (sumpah) yang kelima: 

bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”. 

 

 Terhadap tuduhan suami tersebut, isteri dapat menyangkalnya dengan 

sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam 

tuduhannya, kemudian pada pada sumpah kesaksian yang kelima disertai 

penyataan bahwa isteri bersedia untuk menerima laknat dari Allah jika 

suaminya memang benar dalam tuduhannya. Denga terjadinya sumpah li‟an ini 

maka terjadilah suatu perceraian antara suami-isteri tersebut dan keduanya 

tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.
94

 

Batalnya perkawinan 

 Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila 

perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. 

Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu 

memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya 

perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.
95

 

 Dalam Pasal 85 KUHPerdata berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu 

perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan 

yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan 

pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal 

yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan 

berwenang untuk itu.
96
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 Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah 

dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi 

menurut Pasa 22 Undang-undang Perkawinan: yang menyatakan bahwa 

pembatakan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi 

syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak dipenuhi 

berarti pernikahannya tidak sah.
97

 Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan, apabila apa pihak tidak dapat memenuhi syarat-

syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Undang-

Undang No.1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI. 

 Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 

1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI Pasal 70 dan 71 sebagai 

berikut: 

a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22); 

b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 

kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 

ayat (2) da Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24); 

c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 
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pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 

suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1)); 

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan 

dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai 

suami-isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui 

supaya sah (Pasal 26 ayat (2)); 

d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonna pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 

melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)); 

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 

sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2)); 

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu 

masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya 

untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat 

(2)); 

Dalam perspetif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa perkawinan batal 

apabila: 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 

karena sudah mempunyai empat orang isteri,sekalipun salah satu dari keempat 

isterinya itu dalam „iddah talak raj‟i; 
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b. Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang telah dili‟annya; 

c. Seseorang menikahi isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, 

kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang 

kemudian cerai lagi ba‟da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 

„iddahnya; 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, 

semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 

menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1/1974, yaitu: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri; 

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara 

sesusuan dan bibi/paman sesusuan; 

5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau 

isteri-isterinya. 

 Pada Pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri 

pria lain yang mafqud; 

3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa „iddah dari suami 

lainnya; 
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4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 7 Undang-Undang.No.1/1974; 

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak; 

6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

menurut Pasal 23 Undang-Undang No.1/1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu: 

Pasal 23 

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 

b. Suami atau isteri; 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap 

orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 

 Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga 

mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan 

mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud. 

Pasal 74 KHI 

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama 

yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan 

dilangsungkan; 



70 

 

(2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan; 

 Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak 

yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu: 

Pasal 75 KHI 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami-isteri murtad; 

2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, 

sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

Pasal 76 KHI 

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak 

dan orang tuanya. 

B. Pengertian Nikah Online 

 Pernikahan online berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan 

dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti 

media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya 

terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai 

dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet.
98

 Pada penerapanya “nikah 

online” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi 
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tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu 

terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference 

lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih 

memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakanya.
99

 

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan online via live streaming 

merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak 

memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada 

dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam 

pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga 

mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan 

melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.
100

 

Dalam penerapannya, perkawinan online ini disertai dengan fasilitas 

berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk meyakinkan 

kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata 

seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang bisa 

dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan 

online ini akad dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak dengan tempat 

yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.
101
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Salah satu media online yang dapat digunakan dalam melangsungkan akad 

pernikahan adalah dengan cara Live streaming, yaitu tayangan langsung yang di-

broadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan 

kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung 

dengan cable atau wireless. Live Streaming dapat digunakan untuk menyiarkan 

secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di 

lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. Live Streaming juga 

dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat 

tanpa perlu berada di lokasi yang sama.
102

 

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat 

melakukan akad secara online ialah: 

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat 

jauh. 

2. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak 

dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.
103

 

 Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur 

yang menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala 

untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat 

ditempuh jika tidak dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya. Sehingga 

perkawinan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa 

melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu dan/atau sedang adanya 

wabah penyakit menular. Mengingat pada sekarang ini dalam kondisi pandemi 
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Covid-19 yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka, jangankan yang berada 

di tempat yang berbeda dan jauh tapi dalam satu tempat pun dibatasi untuk tidak 

saling kontak secara langsung. 

 Perbedaan pernikahan online saat pandemi covid-19 dan saat sebelum 

pandemi covid-19 adalah dalam teknis pelaksanaanya. Sebelum pandemi covid-

19, acara nikah online dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi 

berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan 

lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (prokes) 

seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer. 

Sedangkan pernikahan online saat pandemi covid-19, pemerintah membatasi tamu 

undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar 

tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah online berlangsung pihak-

pihak yang hadir harus memenuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga 

jarak, memakai masker, memakai handsanitizer dan bahkan memakai sarung 

tangan.  

 Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan 

melalui telephone. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 

1751/P/1989 tentang perkawinan Melalui Telepon bahwa Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan telah mengesahkan praktik semacam ini.
104

 

 Salah satu rukun nikah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah ijab 

qabul. Untuk teknis pelaksanaan ijab qabul ada beberapa pendapat para ulama‟, 
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apakah dilaksanakan dalam satu majelis secara fisik atau secara non-fisik. Berikut 

adalah penafsiran Imam madzhab terkait makna satu majelis: 

1. Menurut Imam Abu Hanifah 

 Kalangan madzhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad 

adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab qabul. Jadi bila ijab qabul 

diucapkan dalam satu upacara pernikahan, kemudian setelah upacara pernikahan 

tadi selesai barulah qabul diucapkan pada acara berikutnya, maka hal ini tidak sah 

walaupun dua acara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-

turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka 

tidak sah. Namun apabila salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu 

tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika 

masing-masing pihak yang berakad saling melihat dan suaranya dapat didengar 

dengan jelas meskipun jarak antara keduanya jauh. 

2. Menurut Imam Syafi‟i 

 Imam Syafi‟i cendrerung memandangnya dalam arti fisik. Dengan 

demikian wali dan calon mempelai laki-laki harus berada dalam satu ruangan, 

sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah 

pihak (wali dan calon suami) saling mendengar dan memahami secara jelas ijab 

qabul yang mereka ucapkan. Selain itu akan nikah yang berlangsung dalam satu 

ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menjadi salah satu 

rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu betul apa yang didengar dan dilihatnya 

dalam majelis akad nikah itu. 
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3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal 

 Imam Hanbali menginterpretasikan satu majelis dalam arti non-fisik (tidak 

mesti dalam satu ruangan). Ijab qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu 

upacara pernikahan secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. 

Beliau menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar dan memahami 

ucapn ijab qabul itu. Hal ini berarti bahwa melihat pihak-pihak yang berakad 

tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ucapan ijab 

qabul secara sempurna. 

C. Teori al-Maslahah 

1. Pengertian al-Maslahah 

 Pengertian al-Maslahah secara bahasa, kata al-Maslahah adalah kata 

bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya 

adalah al-Mashālih. Kata al-Maslahah setimbangan dengan maf‟alah dari kata 

ash-shalāh. Contohnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk 

menulis. Sedangkan pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas 

(memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-

Maslahah ialah kata al-Khair (kebaikan), al-Naf‟u (manfaat) dan kata al-

Hasanah (kebaikan).  

 Sebaliknya kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-

Mafsadah ialah kata al-Syarr (keburukan), al-Dharr (bahaya) dan al-Sayyi‟ah 

(keburukan). al-Qur‟an sendiri selalu menggunakan kata al-Hasanah untuk 
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menunjuk pengertian al-Maslahah, serta kata al- Sayyi‟ah untuk menunjuk 

pengertian al-Mafsadah.
105

 

 Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan, pada dasarnya pengertian 

al-Maslahah secara bahasa adalah meraih manfaat atau menghindarkan 

kemudaratan (bahaya).
106

 

 Sedangkan Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdul al-Salam (557- 660 H) 

menjelaskan, pengertian al-Maslahah dan al-Mafsadah secara bahasa masing-

masing terdiri dari empat macam. Pengertian al- Maslahah secara bahasa yaitu: 

1) Kelezatan.  

2) Sebab-sebab kelezatan.  

3) Kebahagiaan.  

4) Sebab-sebab kebahagian.  

Sedangkan pengertian al-Mafsadah secara bahasa yaitu:  

1) Penderitaan.  

2) Sebab-sebab penderitaan.  

3) Kedudukan.  

4) Sebab-sebab kedudukan. 

2. Pengertian al-Maslahah Secara Syar’i  

 Pengertian al-Maslahah secara syar‟i ialah: ”Sebab (sebab) yang 

membawa dan melahirkan maksud (tujuan) al-Sy ri‟, baik maksud yang 

berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-‟aadaat)”. Menurut Imam al-
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Ghazali menjelaskan bahwa al-maslahah dalam pengertian syar‟î ialah, meraih 

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara‟, 

yaitu
107

:  

1) Memelihara agama.  

2) Memelihara jiwa.  

3) Memelihara akal.  

4) Memelihara keturunan.  

5) Memelihara harta. 

 Upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang sematamata demi 

kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya 

dengan tujuan syara‟ , bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan al-

Al-maslahah, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.  

 al-Khawarizmi (w. 775 H) menjelaskan, yang dimaksud dengan al-

Maslahah ialah: memelihara tujuan syara‟ dengan cara menghindarkan 

kemafsadahan dari manusia.
108

 

 Sa‟id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas 

Damsyiq, menjelaskan pengertian al-Al-maslahah sebagai berikut: ”Manfaat 

yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan 

hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, 
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keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat 

di dalam kategori pemeliharaan tersebut”.
109

 

 Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa 

persamaan, yaitu sebagai berikut.  

a. al-maslahah dalam pengertian syara‟  tidak boleh didasarkan atas keinginan 

hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. 

Disyaratkan adanya kaitan antara al-maslahah dan tujuan al-Syāri‟.  

b. Pengertian al-maslahah mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan 

menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al- 

Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut. 

3. Jenis-Jenis al-Maslahah  

 Ulama ushul fiqh berpendapat, jenis-jenis al-maslahah dengan 

meninjaunya dari beberapa segi yaitu:  

a. Tingkat Kekuatan al-Maslahah  

 Imam al-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan 

bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk 

memelihara lima unsur pokok manusia (aldharūriyy t al-khams), yang biasa 

juga disebut dengan Maqāshid al- Syariah (tujuan-tujuan syara‟ ).  

 Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushūl al-

khamsah (lima unsur). Kelima unsur itu ialah :  

1) Memelihara agama.  

2) Memelihara jiwa.  

                                                 
 

109
Muhammad Sa‟id Ramadhan al-Buthi, Dhawaabith al-mashlahah fii asy Syari‟ah al- 

Islāmiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h.27. 



79 

 

3) Memelihara akal.  

4) Memelihara keturunan 

5) Memelihara harta.  

 Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan 

al-maslahah, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan lima 

unsur di atas dipandang sebagai lawan dari al-maslahah, yaitu al-mafsadah. 

Menolak mafsadah itu sendiri juga merupakan al-maslahah.
110

 

 Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di 

dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur 

pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan dari pada 

memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan 

seterusnya. Karena pengetahuan tentang 5 (lima) unsur pokok yang menjadi 

tujuan penetapan hukum syara‟  tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, 

maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang 

bersifat dharûrî.  

b. Cara Pemeliharaan al-Maslahah  

 Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di 

atas, ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, 

yaitu:  

1) Maslahah dharūriyyāh  (kemaslahatan primer).  

 Kemaslahatan primer bersifat utama.  

2) Maslahah hājiyyah (kemaslahatan sekunder).  
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 Kemaslahatan sekunder bersifat mendukung yang pertama.  

3) Maslahah tahsîniyyah  (kemaslahatan tersier).  

 Kemaslahatan tersier bersifat melengkapi kemaslahatan primer dan 

kemaslahatan sekunder.  

al-Maslahah al-dharûriyyāh (kemaslahatan primer).  

 al-Maslahah al-dharūriyyāh  ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur 

pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. 

Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan 

keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Kemaslahatan 

tidak ada, akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan 

manusia. Akibatnya akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. 

 Agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, akan muncul 

masyarakat Jahiliyah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, 

beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara 

keberadaan agama. Selain itu disyariatkan pula hukuman-hukuman yang 

ampuh mencegah perbuatan yang mengancam eksintensi agama, seperti 

hukuman mati bagi orang yang murtad dan memecah-belah jamaah, dan 

memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.  

 Eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, kehidupan 

manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, 

maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan, seperti 

mengusahakan makan dan minum yang halal, serta mengusahakan pakaian dan 

tempat tinggal. Disyariatkan pula muamalah, yaitu aturan-aturan yang 
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berkaitan dengan kemaslahatan sesama manusia, umpamanya, aturan-aturan 

perpindahan hak milik dengan cara jual beli, hibah, pewarisan dan transaksi-

transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa 

dan harta, disyariatkan pula bermacam-macam hukuman, seperti hukuman 

qishāsh dan diyat terhadap pembunuh; hukuman had terhadap pencuri, dan 

mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain yang dirusak atau 

dimusnahkannya.  

 Akal tidak terpelihara, sehingga kita tidak mengenal yang dinamai “dunia 

manusia”. Yang ada ialah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari 

kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk 

menjamin eksistensi jiwa, sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi 

akal. Untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman 

had bagi peminum khamr.  

 Memelihara keturunan (hifz al-Nasb) adalah kemaslahatan hidup manusia 

yang primer (al-dharuriyyah). Memelihara keturunan juga berarti memelihara 

kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad nikah dan 

semua aturan yang berhubungan dengan kemaslahatan al-dharuriyyah, 

gunanya untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan pula, 

antara lain, hukuman had terhadap pelaku zina.  

al-Maslahah al-hājiyyah (Kemaslahatan Sekunder)  

 Tingkatan al-mashlahah yang kedua adalah al-maslahah al-hājiyyah 

(kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk 

memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka 
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memelihara lima unsur pokok di atas. Tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak 

tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta mereka.  

 al-maslahah al-hājiyyah ialah, terdapatnya ketentuan tentang rukhshah 

(keringanan) dalam ibadah, seperti, rukhshah shalat dan puasa bagi orang yang 

sedang sakit atau sedang bepergian (musāfir). Dalam kehidupan sehari-hari, 

dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. 

Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan 

utang piutang dan jual beli dengan cara panjar.  

 Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer (al-

dharuriyyah) manusia, tetapi hanya bersifat sekunder (al-hajiiyah) saja. 

Artinya, aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia 

tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk 

mewujudkannya.  

al-Maslahah al-Tahsîniyyah (kemaslahatan tersier)  

 Tingkatan ketiga ialah al-maslahah al-tahsîniyyah (kemaslahatan tersier) 

yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan 

menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup 

yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal 

yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (makarîm al-

akhlāq).  
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 Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai 

mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka 

dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf ”hidup 

bermartabat”.  

 Maslahah tahsîniyyah  di dalam ibadah ialah, adanya syariat 

menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah 

SWT (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan 

yang sunnah lainnya. Sedangkan kebiasaan hidup sehari-hari (adat) ialah, 

mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari 

sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor 

dan keji. Sementara dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan 

transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-

anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori 

dharūriyyāh ataupun hājiyyāh dalam memelihara lima unsur pokok yang 

disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur halhal itu, akan 

menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.  

 Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau kemafsadatan tidak 

ada yang mengantarai keduanya. Memelihara tujuan syara‟  yang lima 

merupakan kemaslahatan, mengabaikan tujuan-tujuan syara‟  tersebut 

merupakan kemudaratan. Karena kemaslahatan dan kemudaratan merupakan 

dua sifat yang saling bertolak belakang, sejalan dengan tingkatan kemaslahatan 

yang terdapat pada tujuan-tujuan syara‟ , tentu saja sebagaimana tingkatan 
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kemaslahatan, tingkatan kemudaratan yang akan timbul sebagai akibat dari 

tidak tercapainya kemaslahatan juga terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:  

1) Kemudaratan yang bersifat terberat atau terbesar.  

 Kemudaratan yang terberat atau terbesar adalah kemudaratan yang timbul 

sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan syara‟  yang bersifat primer 

sebagai kemaslahatan primer (al-maslahah al-dharûriyyāh). Bentuk dari 

kemudaratan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan (al-fasād wa al-

tahāruj) dalam tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan 

ataupun keakhiratan.  

2) Kemudaratan yang bersifat sedang atau pertengahan.  

 Kemudaratan yang bersifat sedang atau pertengahan adalah yang timbul 

sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kemaslahatan sekunder (al-maslahah al-

hājiyyah). Kemudaratan ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan 

kesukaran (al-haraj wa al-masyaqqah) dalam kehidupan manusia.  

3) Kemudaratan yang bersifat ringan.  

 Kemudaratan yang bersifat ringan adalah kemudaratan yang timbul akibat 

tidak tercapainya kemaslahatan tersier (al-maslahah al-tahsîniyyah). 

Kemudaratan ini tidak sampai melahirkan kekacauan ataupun kesulitan dalam 

kehidupan manusia, tetapi dengan adanya kemudaratan ini akan 

menghilangkan nilai-nilai estetis dan predikat ”beradab dan berbudaya” dari 

kehidupan manusia.  

 Kembali kepada tingkatan-tingkatan kemaslahatan, jumhur ulama 

menjelaskan, masing-masing tingkatan kemaslahatan di atas berhubungan 
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dengan kemaslahatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna (mukmilah) 

ketiganya. Karena ia bersifat menyempurnakan, maka meskipun ia tidak ada, 

hikmah yang terdapat pada pensyariatan sesuatu hukum pada masing-masing 

tingkatan di atas tidak sampai menjadi rusak atau hilang.  

 Penyempurna dalam tingkat dharūriyyāh ialah, kesamaan dalam qishāsh, 

larangan melihat aurat wanita ajnabiyyah, haram meminum khamr sedikit, 

menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah, dan 

keberadaan saksi dalam jual beli.  

 Penyempurna dalam tingkatan hājiyyah ialah, adanya persyaratan kafā‟ah 

(kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam pernikahan, ketentuan 

mahar mitsl, dan boleh men-jama‟ shalat bagi orang sakit atau sedang 

bepergian (musāfir).  

 Adapun penyempurna pada al-maslahah tahsîniyyah  ialah, melaksanakan 

tatacara dan sopan santun dalam bersuci (thahārah), melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang 

baik-baik dari hasil usaha yang halal.  

 Hal itu tidak sampai merusak kemaslahatan yang terkandung dalam syariat 

pada ketiga tingkat kemaslahatan tersebut. Tetapi dengan adanya penyempurna 

tadi, keadaannya menjadi semakin sempurna. Adanya kedudukan penyempurna 

yang terdapat di dalam al-maslahah dharūriyyāh  sama dengan kedudukan 

penyempurna pada al-maslahah hājiyyah dan tahsîniyyah.  

 Maslahah tahsîniyyah  sendiri sebenarnya merupakan penyempurna 

terhadap al-maslahah hājiyyah. Sedangkan al-maslahah hājiyyah merupakan 
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penyempurna atas al-maslahah al-dharūriyyāh . Kedua al-Al-maslahah yang 

pertama memiliki dua penyempurna, yaitu yang berasal dari dalam dirinya dan 

yang berasal dari tingkatan di bawahnya.  

 Tujuan jumhur ulama melakukan pembagian al-maslahah ke dalam tiga 

tingkatan di atas ialah, untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan 

pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. 

Penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak 

mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap al-maslahah yang lebih tinggi 

tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara 

khusus ada dasar hukumnya.  

 Memelihara jiwa adalah al-maslahah dharûriyyāh, sedangkan memelihara 

mur`ū‟ah adalah al-maslahah tahsîniyyah. Seseorang tidak dibenarkan 

mengabaikan pemeliharaan yang bersifat dharūrî, hanya karena hendak 

memelihara yang bersifat tahsînî. Seseorang tidak boleh menolak untuk 

diperiksa oleh dokter medis untuk tujuan pengobatan, apabila ia menderita 

penyakit yang dapat mengancam jiwanya, meskipun pemeriksaan tersebut akan 

mengakibatkan auratnya terlihat. Sebab menutup aurat, sebagai bagian dari 

murū‟ah, adalah tahsînî, sedangkan memelihara jiwa adalah dharūrî. 
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